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Abstrak 

Data demografi merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang 

inklusif dan berkelanjutan. Namun, di banyak daerah termasuk Kota Medan, terdapat kesenjangan antara 

ketersediaan data kependudukan dan implementasinya dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan informasi demografi dalam formulasi kebijakan 

pembangunan daerah di Kota Medan, mengidentifikasi mekanisme integrasi data ke dalam dokumen 

perencanaan, serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses tersebut. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive 

dari Bappeda, Disdukcapil, Diskominfo, akademisi, dan praktisi kebijakan publik. Analisis data mengikuti 

model Miles, Huberman, dan Saldaña meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data demografi dalam perencanaan pembangunan Kota 

Medan belum optimal akibat fragmentasi data sektoral, keterbatasan kapasitas analitik sumber daya manusia, 

dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Meskipun regulasi Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) telah memberikan kerangka hukum yang memadai, implementasinya masih 

menghadapi berbagai kendala teknis dan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata 

kelola data, integrasi sistem informasi daerah, peningkatan literasi data aparatur sipil negara, dan kolaborasi 

lintas sektor sebagai strategi optimalisasi penggunaan data demografi untuk meningkatkan kualitas kebijakan 

pembangunan. 

Kata Kunci: data demografi, kebijakan pembangunan daerah, evidence-based policy, tata kelola data, Kota 

Medan. 

 

 

Abstract 

Demographic data is the primary foundation for formulating inclusive and sustainable regional development policies. 

However, in many regions including Medan City, there is a gap between the availability of population data and its 

implementation in the development planning process. This study aims to analyze the utilization of demographic information in 

the formulation of regional development policies in Medan City, identify data integration mechanisms into planning documents, 

and describe the supporting and inhibiting factors affecting the process. The study employs a descriptive qualitative approach 

with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from informants 

purposively selected from Bappeda, Disdukcapil, Diskominfo, academics, and public policy practitioners. Data analysis followed 

the Miles, Huberman, and Saldaña model comprising data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings 

indicate that the utilization of demographic data in Medan City's development planning is suboptimal due to sectoral data 

fragmentation, limited analytical capacity of human resources, and weak inter-agency coordination. Although the Single Data 

Indonesia regulation and Electronic-Based Government System (SPBE) have provided an adequate legal framework, 

implementation still faces various technical and institutional constraints. This study recommends strengthening data governance, 
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integrating regional information systems, improving data literacy of civil servants, and cross-sector collaboration as strategies for 

optimizing the use of demographic data to improve the quality of development policies. 

Keywords: demographic data, regional development policy, evidence-based policy, data governance, Medan City. 

 

A. PENDAHULUAN 

Data demografi menjadi instrumen strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang 

berbasis bukti (evidence-based). Komposisi penduduk, distribusi spasial, struktur usia, tingkat 

kelahiran dan kematian, serta dinamika migrasi merupakan variabel kritis yang menentukan arah 

dan prioritas program pembangunan. (Badan Pusat Statistik , 2023) mencatat bahwa Kota Medan 

merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 2,54 juta jiwa dan 

laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,82 persen per tahun, menjadikan pengelolaan data 

kependudukan sebagai isu fundamental dalam tata kelola pemerintahan daerah. 

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, Kota Medan menghadapi 

tantangan pembangunan perkotaan yang kompleks, meliputi kepadatan penduduk yang tinggi di 

kawasan pusat kota, urbanisasi yang pesat dari daerah sekitarnya, tekanan terhadap layanan publik, 

serta kesenjangan pembangunan antar kecamatan. Tantangan-tantangan ini memerlukan respons 

kebijakan yang presisi dan berbasis data, bukan semata-mata pertimbangan politis atau intuisi 

pembuat kebijakan (Cairney, 2021; Head, 2022). 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong 

pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan publik, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 

39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan-kebijakan tersebut 

mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa kualitas kebijakan pembangunan sangat ditentukan 

oleh keandalan dan ketersediaan data yang digunakan sebagai dasarnya (Kemenpan-RB, 2021). 

Meskipun demikian, implementasi di tingkat daerah menunjukkan kesenjangan yang signifikan 

antara mandat regulasi dan praktik nyata di lapangan. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan secara normatif memerlukan basis data kependudukan 

yang akurat dan mutakhir. Namun kajian terdahulu mengungkapkan bahwa penggunaan data 

demografi dalam penyusunan dokumen perencanaan seringkali bersifat simbolis, yakni sekadar 

mencantumkan angka-angka statistik tanpa diikuti analisis mendalam yang mengarahkan prioritas 

kebijakan (Nurdin & Yusriadi, 2022; Prasetyo et al., 2021). 

Digitalisasi pemerintahan melalui SPBE membuka peluang baru untuk mengintegrasikan 

berbagai sumber data kependudukan, mulai dari data administrasi kependudukan Disdukcapil, data 

registrasi sosial ekonomi Kemensos, hingga data sektoral dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 

dan dinas-dinas teknis lainnya. Namun fragmentasi sistem informasi dan ketiadaan standar 

interoperabilitas data masih menjadi hambatan utama (Rahman & Priyono, 2022; Widodo et al., 

2023). 

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian tentang pemanfaatan data demografi dalam 

kebijakan pembangunan daerah di Indonesia masih terbatas, khususnya yang menggunakan 

pendekatan kualitatif mendalam untuk memahami mekanisme dan dinamika proses integrasi data 
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ke dalam siklus kebijakan. Sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada aspek teknis sistem 

informasi kependudukan, sementara aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan 

faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan data belum banyak dieksplorasi (Ardianto et al., 

2023; Purwanto et al., 2022). 

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat Kota Medan sedang mempersiapkan 

arah pembangunan jangka menengah periode 2026–2031. Kualitas data yang digunakan dalam 

proses perencanaan akan sangat menentukan efektivitas program pembangunan yang dirancang 

selama lima tahun ke depan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pemanfaatan informasi demografi dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota 

Medan, mendeskripsikan mekanisme integrasi data demografi ke dalam formulasi kebijakan 

pembangunan, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat integrasi informasi 

demografi dalam proses pengambilan keputusan, serta merumuskan strategi optimalisasi 

penggunaan data demografi untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan daerah. 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan 

antara tata kelola data, sistem informasi kependudukan, dan kualitas kebijakan publik dalam 

konteks pemerintahan daerah. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan model 

konseptual integrasi data demografi ke dalam siklus kebijakan publik, khususnya pada negara 

berkembang yang sedang menghadapi transformasi digital pemerintahan. Secara praktis, hasil 

penelitian dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat sistem 

pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang 

lebih efektif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah 

lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam implementasi kebijakan berbasis data. Dari aspek 

kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang 

mendukung penguatan regulasi, tata kelola kelembagaan, dan integrasi sistem informasi dalam 

rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat, inklusif, dan 

berkelanjutan. 

 

B. STUDI LITERATUR 

1. Teori Evidence-Based Policy 

Evidence-based policy (EBP) merupakan pendekatan dalam pembuatan kebijakan publik 

yang mengutamakan penggunaan bukti empiris yang valid, andal, dan relevan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Konsep ini berkembang dari tradisi evidence-based medicine yang 

kemudian diadopsi dalam administrasi publik sejak akhir 1990-an (Cairney, 2021; Head, 2022) . 

EBP menolak pendekatan kebijakan yang semata-mata didasarkan pada ideologi, intuisi, atau 

tekanan politik, dan menggantikannya dengan proses deliberatif yang berpijak pada data dan 

penelitian. 

Hubungan antara data dan kebijakan publik bersifat resiprokal dan dinamis. Di satu sisi, 

ketersediaan data yang berkualitas memungkinkan pembuat kebijakan merancang intervensi yang 

tepat sasaran. Di sisi lain, kebutuhan kebijakan mendorong pengembangan sistem pengumpulan 

dan analisis data yang lebih canggih. Howlett et al., (2020)  menjelaskan bahwa dalam siklus 

kebijakan, data berperan kritis pada setiap tahap, mulai dari identifikasi masalah, formulasi 

alternatif, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. 
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Nutley et al., (2021) mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam penerapan EBP di 

pemerintahan daerah, meliputi: (1) kapasitas analitik yang terbatas, (2) budaya organisasi yang 

belum berorientasi data, (3) fragmentasi sumber data, dan (4) tekanan politik yang mengalahkan 

pertimbangan empiris. Dalam konteks Indonesia, hambatan-hambatan ini diperparah oleh 

rendahnya kematangan digital sebagian besar pemerintah daerah (Prasetyo et al., 2021). 

2. Teori Perencanaan Pembangunan Daerah 

Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan 

pendekatan partisipatif, komprehensif, dan berbasis data. Perencanaan partisipatif menekankan 

keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, sementara perencanaan 

berbasis data menekankan penggunaan data yang akurat sebagai fondasi analisis dan penentuan 

prioritas (Bappenas, 2022). 

Pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan daerah menuntut integrasi 

dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Data demografi berperan sentral dalam pendekatan ini 

karena memberikan informasi tentang distribusi manfaat pembangunan, kelompok rentan yang 

memerlukan perhatian khusus, serta proyeksi kebutuhan layanan publik di masa depan. 

(Tirtosudiro & Handayani, 2023) menekankan bahwa tanpa data demografi yang akurat, 

perencanaan pembangunan akan cenderung reaktif dan tidak tepat sasaran. 

3. Konsep Data Demografi 

Data demografi mencakup informasi kuantitatif dan kualitatif tentang karakteristik 

penduduk suatu wilayah. Komponen utamanya meliputi: (1) struktur penduduk berdasarkan usia 

dan jenis kelamin; (2) distribusi spasial penduduk; (3) kepadatan penduduk; (4) dinamika 

kependudukan meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi; (5) kondisi sosial-ekonomi penduduk; 

serta (6) fenomena bonus demografi dan urbanisasi (BPS, 2023; Mantra, 2020). 

Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi, yakni kondisi di mana proporsi 

penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibanding penduduk tidak produktif. Kota 

Medan dengan struktur penduduk yang relatif muda memiliki potensi besar untuk memanfaatkan 

bonus demografi ini sebagai modal pembangunan, asalkan didukung kebijakan yang tepat di bidang 

pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan (Ananta et al., 2021; BKKBN, 2022). 

Urbanisasi yang tinggi di Kota Medan membawa konsekuensi demografis yang signifikan, 

termasuk tekanan pada kawasan permukiman, infrastruktur, dan layanan publik. Data demografi 

yang akurat dan terkini memungkinkan pemerintah mengantisipasi perubahan-perubahan ini dan 

meresponsnya dengan kebijakan yang proaktif (Winarso & Kombaitan, 2020). 

4. Konsep Tata Kelola Data Pemerintah 

Data governance atau tata kelola data didefinisikan sebagai kerangka kebijakan, proses, dan 

standar yang memastikan data dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan 

bertanggung jawab (Tallon et al., 2019) (Abraham et al., 2019) . Dalam konteks pemerintahan, tata 

kelola data mencakup dimensi kelembagaan, teknis, dan regulatif. 

Konsep Satu Data Indonesia yang diatur dalam Perpres No. 39/2019 merupakan upaya 

pemerintah untuk mengatasi fragmentasi data antar kementerian/lembaga. Prinsip-prinsip 

utamanya meliputi: satu standar data, satu metadata baku, satu portal data, dan interoperabilitas 
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data lintas instansi (Kemkominfo, 2021). Implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah 

masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan kelembagaan (Widodo et al., 2023) . 

Interoperabilitas data menjadi kunci keberhasilan integrasi data demografi dalam 

perencanaan pembangunan. Tanpa interoperabilitas, data yang tersebar di berbagai sistem 

informasi OPD tidak dapat digabungkan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Sudarto 

et al. (2022) menekankan pentingnya standar Application Programming Interface (API) dan 

protokol pertukaran data yang seragam sebagai fondasi teknis interoperabilitas data pemerintah. 

5. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan 

antara data demografi, mekanisme integrasi data, proses perencanaan pembangunan, formulasi 

kebijakan, dan kualitas pembangunan daerah. Data demografi yang dikumpulkan dari berbagai 

sumber (Disdukcapil, BPS, Kementerian/Lembaga) diintegrasikan melalui mekanisme tata kelola 

data yang mencakup dimensi regulasi, teknologi, dan kelembagaan. 

Proses integrasi data tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor enabler seperti dukungan 

regulasi SPBE dan Satu Data Indonesia, komitmen pimpinan daerah, serta kapasitas SDM analitik. 

Sebaliknya, faktor-faktor seperti fragmentasi data sektoral, keterbatasan infrastruktur teknologi, 

dan resistensi kelembagaan berpotensi menghambat proses integrasi. Output dari proses integrasi 

data yang efektif adalah kebijakan pembangunan yang berbasis bukti, tepat sasaran, dan berkualitas 

tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan daerah secara 

keseluruhan. 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus 

tunggal (single case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami 

fenomena pemanfaatan data demografi dalam kebijakan pembangunan secara mendalam dan 

holistik, yang tidak dapat dicapai hanya melalui angka-angka statistik semata. Desain studi kasus 

memungkinkan peneliti mengeksplorasi kasus Pemerintah Kota Medan secara intensif dengan 

mempertimbangkan konteks kelembagaan, regulatif, dan sosial yang melingkupinya (Creswell & 

Poth, 2018; Yin, 2018). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan unit 

analisis meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya. Pemilihan Kota Medan didasarkan pada pertimbangan 

bahwa Kota Medan merupakan kota metropolitan terbesar di luar Pulau Jawa dengan kompleksitas 

demografis yang tinggi, sehingga relevan sebagai kasus yang representatif. 

3. Informan Penelitian 
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Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: 

memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dengan pemanfaatan data demografi dalam 

perencanaan pembangunan. Informan penelitian terdiri dari: 

No Instansi / Asal Jabatan / Bidang Jumlah 

Personel 

Total Per 

Kelompok 

1 Bappeda Kota Medan Kepala dan Staf 

Fungsional 

3 orang 3 orang 

2 Disdukcapil Kota Medan Kepala Bidang dan 

Staf 

2 orang 2 orang 

3 Diskominfo Kota Medan Staf Teknis Bidang 

Data dan Informatika 

2 orang 2 orang 

4 OPD Terkait Kepala Bidang 

Perencanaan: 

• Dinas Pendidikan (1) 

• Dinas Kesehatan (1) 

• Dinas Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman (1) 

3 orang 3 orang 

5 Universitas Sumatera 

Utara (USU) 

Akademisi Bidang 

Administrasi Publik 

dan Demografi 

2 orang 2 orang 

6 Praktisi Kebijakan Publik 1 orang 1 orang 

 Total Keseluruhan   13 orang 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) Wawancara mendalam (in-depth 

interview) dengan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, perspektif, 

dan penilaian informan terkait pemanfaatan data demografi dalam perencanaan pembangunan; (2) 

Observasi terhadap proses rapat perencanaan, penggunaan dashboard data, dan praktik kerja di 

instansi terkait; serta (3) Dokumentasi terhadap dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra 

OPD), laporan kependudukan, dan kebijakan terkait tata kelola data. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data mengikuti model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang 

terdiri dari tiga tahap: (1) Kondensasi data (data condensation), yaitu proses seleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, dan mentransformasi data mentah dari catatan lapangan, transkrip wawancara, 

dan dokumen; (2) Penyajian data (data display), yaitu pengorganisasian data yang telah dikondensasi 

ke dalam format matriks, bagan, atau narasi tematik untuk memudahkan penarikan kesimpulan; 
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dan (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification), yaitu proses 

interpretasi makna dari data yang telah disajikan. 

6. Keabsahan Data 

Keabsahan data dijamin melalui: (1) Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari 

berbagai informan yang berbeda untuk memverifikasi konsistensi informasi; (2) Triangulasi 

metode, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk 

mengkonfirmasi temuan; serta (3) Member checking, yaitu mengkonfirmasikan hasil interpretasi 

kepada informan kunci untuk memastikan akurasi representasi temuan. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tema 1: Kondisi Pemanfaatan Data Demografi dalam Perencanaan Pembangunan 

Kota Medan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan memanfaatkan beragam 

sumber data demografi dalam proses perencanaan pembangunan, meliputi data administrasi 

kependudukan dari Disdukcapil, data statistik dari BPS Kota Medan (Sensus Penduduk, 

SUSENAS, SUPAS), data dari sistem informasi sektoral OPD, serta data kemiskinan dari 

Bappenas melalui DTKS. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan data tersebut masih 

bervariasi antar OPD dan belum mencapai tingkat integrasi yang optimal. 

Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Bappeda Kota Medan menyampaikan: 'Kami 

memang menggunakan data kependudukan dari Disdukcapil dan BPS dalam penyusunan 

RPJMD dan RKPD. Tapi jujur saja, penggunaannya masih lebih banyak pada tahap deskriptif, 

mencantumkan kondisi penduduk. Untuk analisis yang lebih mendalam, misalnya proyeksi 

kebutuhan layanan berdasarkan struktur usia penduduk, kapasitas kami masih terbatas.' 

Temuan ini mengkonfirmasi fenomena yang disebut oleh Head (2022) sebagai 'symbolic 

use of evidence', di mana data digunakan untuk melegitimasi keputusan yang sebenarnya sudah 

diambil berdasarkan pertimbangan lain, bukan sebagai input utama proses pengambilan 

keputusan. Tingkat pemanfaatan data demografi paling intensif ditemukan pada OPD yang 

memiliki kewenangan sektoral spesifik, seperti Dinas Kesehatan (untuk pemetaan sasaran 

imunisasi dan kesehatan ibu-anak) dan Dinas Pendidikan (untuk proyeksi kebutuhan ruang kelas 

dan guru), sementara OPD dengan fungsi infrastruktur cenderung lebih mengandalkan data 

teknis spasial. 

Tema 2: Mekanisme Integrasi Informasi Demografi dalam Kebijakan 

Pembangunan 

Proses integrasi data demografi ke dalam kebijakan pembangunan di Kota Medan 

berlangsung melalui mekanisme formal dan informal. Secara formal, data demografi 

diintegrasikan melalui proses penyusunan RPJMD dan RKPD yang melibatkan forum 

Musrenbang dari tingkat kelurahan hingga kota. Disdukcapil menyediakan data kependudukan 

kepada Bappeda sebagai bahan analisis situasi dalam dokumen perencanaan. Secara informal, 

koordinasi data terjadi melalui komunikasi langsung antar staf OPD, meski mekanisme ini tidak 

terdokumentasi dengan baik. 



E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis  

E-ISSN: 2598-9405 | P-ISSN: 1412-968x | Volume 27 No 01  2026 

8 
 

Staf Diskominfo Kota Medan bidang data dan informatika menjelaskan: 'Kami sudah 

mengembangkan dashboard Kota Medan yang mengintegrasikan beberapa data. Tapi 

masalahnya, tidak semua OPD mau rutin mengisi dan memperbarui data mereka di sistem. 

Akhirnya banyak data yang stale, sudah lama tidak diperbarui, sehingga OPD lain tidak mau 

mengandalkannya untuk perencanaan.' 

Alur pengolahan data demografi yang berlaku saat ini adalah: (1) pengumpulan data primer 

di tingkat kelurahan/OPD; (2) agregasi data ke tingkat kecamatan dan kota; (3) penyimpanan di 

sistem informasi masing-masing OPD; (4) pengiriman data ke Bappeda sesuai permintaan; dan 

(5) pemanfaatan data dalam penyusunan dokumen perencanaan. Alur ini belum bersifat real-

time dan masih tergantung pada siklus perencanaan tahunan, sehingga data yang digunakan 

seringkali sudah tidak mencerminkan kondisi terkini. 

Tema 3: Faktor Pendukung Integrasi Data dan Kebijakan 

Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang mendukung integrasi data demografi 

dalam kebijakan pembangunan di Kota Medan. Pertama, kerangka regulasi yang memadai 

berupa Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia dan Perpres No. 95/2018 tentang 

SPBE memberikan landasan hukum yang kuat dan mandat yang jelas bagi integrasi data lintas 

instansi. Di tingkat daerah, Peraturan Walikota Medan tentang SPBE memperkuat dasar hukum 

tersebut. 

Kedua, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang relatif memadai di Kota Medan 

dibanding kabupaten/kota lain di Sumatera Utara. Diskominfo telah mengembangkan data 

center, jaringan intranet pemerintah, dan beberapa aplikasi layanan publik berbasis digital. 

Ketiga, komitmen kepemimpinan daerah yang diwujudkan dalam kebijakan smart city Kota 

Medan menjadi pendorong pengembangan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi. 

Akademisi dari Universitas Sumatera Utara yang menjadi informan penelitian ini 

mengungkapkan: 'Kota Medan relatif lebih baik dalam hal infrastruktur digital dibanding daerah 

lain di Sumatera Utara. Tapi infrastruktur saja tidak cukup. Yang masih kurang adalah kapasitas 

sumber daya manusianya untuk menganalisis data dan menggunakannya dalam pengambilan 

kebijakan yang berbasis bukti.' 

Tema 4: Faktor Penghambat Integrasi Data Demografi 

Penelitian menemukan beberapa faktor penghambat yang signifikan. Pertama dan paling 

menonjol adalah fragmentasi data sektoral. Setiap OPD mengembangkan dan memelihara 

sistem informasinya sendiri dengan format data, definisi variabel, dan standar kualitas yang 

berbeda-beda. Akibatnya, data dari berbagai OPD sulit digabungkan untuk menghasilkan 

analisis lintas sektoral yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif. 

Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan Bappeda Kota Medan mengakui: 'Kami sering 

mendapatkan data yang berbeda untuk indikator yang sama dari dua OPD yang berbeda. 

Misalnya data jumlah penduduk miskin dari Dinas Sosial dan dari BPS bisa berbeda signifikan 

karena metodologi dan definisinya berbeda. Ini menyulitkan kami dalam menyusun baseline 

yang konsisten untuk perencanaan.' 

Kedua, kualitas data yang belum optimal menjadi hambatan serius. Pembaruan data 

kependudukan yang tidak rutin, inkonsistensi data antarinstansi, dan ketidaklengkapan cakupan 
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data (terutama untuk penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan) mengurangi 

reliabilitas data demografi sebagai basis kebijakan. Ketiga, keterbatasan SDM analitik merupakan 

kendala kritis. Sebagian besar staf perencana di OPD belum memiliki kompetensi analisis data 

yang memadai, terutama untuk analisis demografis seperti proyeksi penduduk, analisis spasial, 

dan pemodelan kebutuhan layanan. 

Keempat, hambatan koordinasi antarinstansi yang bersifat ego sektoral menghambat 

berbagi data antar OPD. Beberapa OPD enggan membagikan data mereka karena kekhawatiran 

tentang penyalahgunaan data, ketidakpercayaan terhadap keamanan sistem yang digunakan 

instansi lain, atau semata-mata karena tidak ada insentif yang memadai untuk melakukan berbagi 

data. Kelima, kesenjangan teknologi antara OPD yang memiliki sistem informasi modern 

dengan OPD yang masih menggunakan sistem manual atau spreadsheet sederhana menjadi 

hambatan teknis yang nyata dalam implementasi interoperabilitas data. 

Tema 5: Strategi Penguatan Integrasi Data Demografi dan Kebijakan 

Berdasarkan temuan penelitian dan input dari para informan, penelitian ini mengidentifikasi 

beberapa strategi prioritas untuk memperkuat integrasi data demografi dalam kebijakan 

pembangunan. Pertama, penguatan tata kelola data melalui pembentukan forum koordinasi data 

lintas OPD yang difasilitasi oleh Bappeda dan Diskominfo, penetapan standar data dan 

metadata yang seragam, serta mekanisme verifikasi dan validasi data yang sistematis. 

Kedua, integrasi sistem informasi melalui pengembangan platform data terintegrasi yang 

menerapkan prinsip interoperabilitas berdasarkan standar nasional SPBE dan Satu Data 

Indonesia. Platform ini perlu dilengkapi dengan mekanisme real-time data sharing dan 

dashboard analitik yang dapat diakses oleh seluruh OPD terkait. Ketiga, pengembangan pusat 

data daerah (Local Data Center) yang berfungsi sebagai repositori data kependudukan terpadu 

dan hub integrasi data lintas sektoral. 

Praktisi kebijakan publik yang diwawancarai menyarankan: 'Kota Medan perlu 

mengembangkan semacam data lake khusus untuk data kependudukan, di mana semua data dari 

berbagai sumber dikumpulkan, distandarisasi, dan dapat diakses oleh perencana. Tapi yang lebih 

penting dari infrastrukturnya adalah mengembangkan budaya berbasis data di kalangan ASN, 

agar mereka terbiasa menggunakan data dalam setiap keputusan yang diambil.' 

Keempat, peningkatan literasi data ASN melalui program pelatihan yang komprehensif dan 

berkelanjutan, meliputi statistik dasar, analisis demografis, visualisasi data, dan penggunaan 

perangkat lunak analitik. Kelima, penguatan kolaborasi antarinstansi melalui protokol berbagi 

data yang formal, perjanjian kerja sama antarlembaga, serta sistem insentif yang mendorong 

OPD untuk aktif berkontribusi dalam ekosistem data daerah. 

Diskusi 

Temuan penelitian ini secara umum selaras dengan proposisi teoritis evidence-based policy 

yang dikemukakan oleh Cairney (2021) dan Head (2022). Kedua teoritisi tersebut menekankan 

bahwa penggunaan bukti dalam kebijakan tidak bersifat linear dan teknis semata, melainkan 

sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan, kapasitas organisasi, dan dinamika politik. 

Temuan di Kota Medan mengkonfirmasi bahwa ketersediaan data saja tidak otomatis 

mendorong penggunaannya dalam kebijakan; dibutuhkan kapasitas analitik, budaya organisasi 

yang mendukung, dan mekanisme kelembagaan yang memfasilitasi aliran data dari produsen ke 
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pengguna. 

Dalam perspektif data governance theory (Abraham et al., 2019; Tallon et al., 2019), 

fragmentasi data sektoral yang ditemukan di Kota Medan merupakan manifestasi dari lemahnya 

dimensi kelembagaan tata kelola data. Tanpa kerangka tata kelola yang jelas—mencakup siapa 

yang bertanggung jawab atas kualitas data, bagaimana standar data ditetapkan, dan bagaimana 

data dibagikan antarinstansi—upaya teknis seperti pembangunan infrastruktur data tidak akan 

menghasilkan nilai yang optimal. 

Dibandingkan dengan penelitian Widodo et al. (2023) yang mengkaji implementasi Satu 

Data Indonesia di beberapa daerah di Jawa, penelitian ini menemukan tantangan yang relatif 

serupa dalam hal fragmentasi data dan keterbatasan kapasitas SDM, meski Kota Medan memiliki 

keunggulan dalam aspek infrastruktur teknologi. Penelitian Rahman dan Priyono (2022) tentang 

sistem informasi pemerintahan di Sumatera Utara juga menemukan pola yang konsisten tentang 

rendahnya kematangan data governance di tingkat kabupaten/kota. 

Secara internasional, temuan penelitian ini resonan dengan kajian Meijer (2021) tentang 

data-driven government di negara-negara berkembang, yang menekankan bahwa transformasi 

menuju pemerintahan berbasis data memerlukan perubahan simultan pada tiga dimensi: 

teknologi, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Kegagalan menangani ketiga dimensi secara 

bersamaan seringkali mengakibatkan investasi teknologi yang tidak memberikan manfaat 

optimal bagi peningkatan kualitas kebijakan 

E. KESIMPULAN 

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama yang menjawab tujuan penelitian. 

Pertama, pemanfaatan data demografi dalam perencanaan pembangunan Kota Medan masih 

berada pada tingkat yang suboptimal, cenderung bersifat deskriptif dan simbolis, belum mencapai 

tahap analitis yang memungkinkan data demografi menjadi driver utama pengambilan keputusan 

kebijakan. 

Kedua, mekanisme integrasi data demografi ke dalam kebijakan pembangunan berlangsung 

melalui alur formal (proses Musrenbang dan penyusunan dokumen RPJMD/RKPD) dan informal 

(koordinasi ad hoc antarstaf), namun kedua mekanisme tersebut belum didukung oleh infrastruktur 

teknologi dan protokol kelembagaan yang memadai untuk menghasilkan integrasi data yang 

sistematis dan real-time. 

Ketiga, faktor-faktor pendukung integrasi meliputi kerangka regulasi SPBE dan Satu Data 

Indonesia, ketersediaan infrastruktur teknologi yang relatif memadai, dan komitmen 

kepemimpinan daerah. Sementara faktor-faktor penghambat utama adalah fragmentasi data 

sektoral, kualitas data yang belum optimal, keterbatasan kapasitas SDM analitik, hambatan 

koordinasi antarinstansi, dan kesenjangan teknologi antar OPD. 

Keempat, strategi optimalisasi yang direkomendasikan mencakup penguatan tata kelola 

data, integrasi sistem informasi, pengembangan pusat data daerah, peningkatan literasi data ASN, 

dan penguatan kolaborasi lintas instansi. Implementasi strategi-strategi ini secara simultan dan 

komprehensif diperlukan untuk mendorong transformasi menuju pemerintahan Kota Medan yang 

benar-benar berbasis data. 
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Penelitian ini memberikan kontribusi empiris tentang dinamika pemanfaatan data 

demografi dalam kebijakan pembangunan daerah di Indonesia, mengisi celah literatur yang ada, 

serta menghasilkan rekomendasi operasional yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota 

Medan dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis bukti. 

F. REKOMENDASI 

1. Bagi Pemerintah Kota Medan 

•  Membentuk Tim Koordinasi Data Kependudukan lintas OPD yang dipimpin oleh 

Bappeda dan beranggotakan Disdukcapil, Diskominfo, dan OPD teknis, dengan mandat untuk 

menetapkan standar data, memfasilitasi berbagi data, dan memantau kualitas data yang 

digunakan dalam perencanaan. 

•  Mengembangkan platform Data Kependudukan Terpadu Kota Medan yang 

mengintegrasikan data dari Disdukcapil, OPD sektoral, dan BPS, dilengkapi dengan fitur analitik 

dan visualisasi yang dapat diakses oleh perencana OPD. 

•  Menyelenggarakan program pelatihan literasi data secara rutin bagi ASN perencana di 

seluruh OPD, dengan kurikulum yang mencakup statistik dasar, analisis demografis, dan 

penggunaan alat analitik berbasis data. 

•  Menetapkan Peraturan Walikota yang mengatur kewajiban OPD untuk memperbarui 

data sektoral secara berkala dan berkontribusi dalam ekosistem data daerah, dilengkapi 

mekanisme monitoring dan evaluasi kepatuhan. 

•  Mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD untuk pengembangan 

infrastruktur data, pelatihan SDM, dan operasionalisasi sistem informasi terintegrasi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

•  Mengembangkan penelitian dengan pendekatan mixed methods yang 

mengombinasikan temuan kualitatif dengan analisis kuantitatif, misalnya mengukur korelasi 

antara kualitas tata kelola data dan outcomes pembangunan daerah. 

•  Meneliti peluang pemanfaatan big data (data media sosial, data GPS, data transaksi 

elektronik) dan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkaya analisis demografis dalam 

perencanaan pembangunan daerah. 

•  Melakukan penelitian komparatif antara Kota Medan dengan kota-kota metropolitan 

lain di luar Jawa untuk mengidentifikasi best practices dan lessons learned dalam integrasi data 

demografi ke dalam kebijakan pembangunan. 
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